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BAB III 

 LEGISLATOR PEREMPUAN  

 

A. PEREMPUAN 

1. Pengertian Perempuan 

Dalam Al-Mu‟jam Al-Wasith disebutkan, anutsa-unutsatan-

anatsatan berarti lemah gemulai, anatsat al-hamil berarti perempuan 

melahirkan, anatsa fi al-amr berarti lembek dan tidak tegas, hadid anits 

berarti besi lunak, sayf anits berarti pedang pipih, rajul anits artinya laki-

laki yang lembut dalam berbicara.
27

 

Menurut sudut kebahasan perempuan memiliki perbedaan 

mendasar dengan laki-laki sehingga keduanya tidak bisa disamakan. 

Karena laki-laki yang berperilaku kewanita-wanitaan bisa dikatakan 

sebagai perampasan hak orang lain. Sebab, laki-laki harus memiliki 

perangai sendiri seperti halnya perempuan. Perempuan adalah jenis 

manusia yang diciptakan Allah SWT. Kalangan fukaha pernah 

menyebutkan, perempuan memiliki ciri khusus selain struktur fisik yang 

membeda-bedakanya dengan laki-laki. Ciri tersebut adakalanya kasat mata  

seperti menstruasi dan adakalanya abstrak seperti perangai yang telah 

terpatri dalam diri setiap perempuan. 
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2. Sejarah Perempuan 

Sebelum datangnya Islam, seorang laki-laki memiliki kedudukan 

istimewa dalam keluarga dan masyarakat. Mereka merupakan kepala 

keluarga, pendidik, penanggung jawab semua nafkah dan pengatur 

keselamatan keluarga juga penanggung jawab dalam urusan peperangan, 

melakukan pembalasan, dan masih banyak lagi tuntutan sosial lainnya 

yang dibebankan dipundak laki-laki. Sementara disisi lain perempuan 

merupakan subordinat yang hanya mengikuti kaum laki-laki, dipenuhi 

segala urusannya dan hanya mengurusi urusan-urusan pribadinya saja. 

Gambaran ini merupakan tentang kedudukan perempuan Arab pada zaman 

jahiliyah sebelum datangnya Islam. 

Realitas yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Arab 

yang menyaksikan turunnya Alquran kala itu menjadikan ketentuan syariat 

yang terkadung di dalam Alquran dan Sunnah terkait permasalahan 

perempuan dan keluarga menurut perspektif Islam merupakan bentuk 

refomasi terhadap segala penyelewengan, kezaliman dan kemungkaran 

yang terjadi dan pada waktu yang sama menjelaskan kedukukan 

perempuan Arab sebelum datangnya Islam. 

Nasib perempuan pada abad pertengahan bagi Yunani, Romawi, 

dan lainnya adalah bagaikan barang dan hewan.
28

 Tidak memiki hak 

apapun dalam kepemilikan dengan cara apapun. Perempuan tidak 
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memiliki hak waris sama sekali, juga tidak mempunyai hak memperoleh 

pelajaran. 

Faktor utama yang menentukan kedudukan seorang perempuan 

pada masa lalu yang pertama, ialah seorang perempuan yang hidup di alam 

yang serba keras untuk menunaikan tugas khusus. Kedua, tuntutan kondisi 

alam primitif (badui), peperangan yang sering berkecambuk merampas 

harta musuh, membagikan Ghanimah (harta rampasan perang)  dan yang 

lainnya, sedangkan perempuan tidak dapat ikut serta. 

Hakikatnya Islam telah mewajibkan setiap muslim, baik laki-laki 

maupun perempuan untuk menutut ilmu.  Sebagaimana yang dijelaskan 

dalam firman Allah SWT tentang kaum mukmin yang wajib membaca 

Alquran dan menuntut ilmu yaitu : 

                            

       

Artinya: “Dan ingatlah apapun yang dibacakan di rumahmu dari ayat-

ayat Allah dan hikmah (Sunnah Nabi)” (QS. Al-Ahzab (33):34). 

 

Memiliki beberapa bentuk kesalahan pada masa lalu perempuan, 

dimana mereka tidak pernah menghargai kedudukan seorang perempuan, 

tidak ada peranan yang berarti ditengah masyarakat, dan terdapat dalam 

firman Allah SWT yakni : 

                             

        

Artinya:  “Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu 

adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai 
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orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan 

penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan 

persaksian mereka dan mereka akan dimintai 

pertanggungjawabnan.”(QS. Az-Zukhruf (43):19). 

 

Ayat di atas menerangkan kedudukan perempun yang sangat hina 

di depan seorang laki-laki, kelahiran mereka menjadi aib keluarga 

walaupun bukan dirinya yang menginginkan.
29

 Merupakan sebuah isyarat 

bahwa perempuan tidak dibutuhkan pada saat genting dan sedang 

bermusuhan. Tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam 

ruang lingkup keluarganya, bahkan antara suami dan istri, harga diri 

seorang perempuan ternodai, tidak ada hak guna, hak milik, tidak memiliki 

hak untuk bekerja, serta tidak dapat mewarisi baik sebagai ibu, saudara 

perempuan, istri atau bahkan juga sebagai anak perempuan. Dalam firman 

Allah SWT yang berbunyi : 

                                  

                             

                                

                 

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 

kedatangan (tanda-tanda) maut. Jika ia meninggalkan harta 

yang banyak, wasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya 

secara makruf, (ini adalah) kewajiban  atas orang-orang yang 

bertkawa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah 
ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi 

orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang 

mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya. Sesungguhnya 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (akan tetapi) 

barangsiapa yang khawatir terhadap orang-orang yang 
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berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia 

mendamaikan antara mereka, maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

(QS. Al-Baqarah (2):180-182). 

 

Dari gambaran ayat di atas bahwasanya perempuan tidak 

dimanusiakan dan tidak dihargai, apakah karena sudah wataknya begitu 

atau karena mereka menilai perempuan tidak dapat memainkan peranan 

penting di masyarakat. Karena ketika Islam datang membawa dan 

mengakui keberadaan perempuan, ia difungsikan sesuai dengan fitrah dan 

tabiatnya, baik sesuai dengan fitrah dan tabiatnya, baik secara fisik 

maupun mental. Islam menjelaskan beberapa hal yang khusus untuk 

perempuan. 

3. Pengakuan Islam Terhadap Setatus Dan Kedudukan Perempuan 

Ketika kaum perempuan hidup dalam renungan duka yang tak 

kunjung reda Allah ingin menghilangkan semua duka laranya, muncullah 

sinar Islam untuk menetapkan segala sesuatu pada tempat yang benar. 

Kedudukan perempuan diakui, segala bentuk kehinaan dan penindasan 

masa lalu dihilangkan, segala haknya dikembalikan, dan belum ada 

jaminan dari syariat-syariat lain Islam memberinya hak ekonomi dan 

diberi bagian dari warisan, Islam mengakui hak sosialnya sebagaimana 

diberi hak ibadah dan taklif-syar‟i lainnya.
30

 

Islam memunculkan peran sosialnya secara umum ketika ia bisa 

ikut andil memperbaiki masyarakat, melalui amar makruf nahi mungkar.  

Allah SWT berfirman : 
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Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 
sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian 

yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, 

mencegah dari yang mungkar mendirikan sholat, menunaikan 

zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu 

akan diberi rahmat oleh Allah. Sesunggunya Allah 

Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (QS. At-Taubah (9):71). 

 

Ayat yang menyebutkan tentang perempuan terdapat pada 

beberapa ayat surah Al-Lail. Allah SWT berfirman : 

                               

                                   

                  

Artinya: “Dan penciptaan laki-laki dan perempuan sesungguhnuya usaha 

kamu memang berbeda-beda. Dan membenarkan adanya pahala 

yang terbaik (surga) maka kami kelak akan menyiapkan baginya 

jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan 

merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik maka 

kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar”. (QS. 

Al-Lail (92): 3-10). 

 

Penggabungan antara laki-laki dan perempuan dalam penyebutan 

pada ayat ini menunjukan bahwa Allah tidak membeda-bedakan antara 

keduanya. Bisa juga kita katakan bahwa setiap yang datang setelah ayat 

pertama merupakan isyarat terjadinya perbedaan manusia dalam hal 

perbutan baik, atau buruk, serta segala kemudahan yang diberikan Allah 

baik untuk laki-laki dan perempuan. Sebuah ketetapan dari Alquran 

tentang prinsip taklif bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam masalah 
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balasan amal mereka masing-masing. Islam dengan seperangkat nilai yang 

dibawa mencoba melakukan sebuah peroses “revolusi” terhadap 

pandangan manusia tentang perempuan di dunia. Secara perlahan tapi 

pasti, syariat Islam mulai mengangkat perempuan dari kubangan 

diskriminatif  yang berkepanjangan di masyarakat Arab. Perempuan dalam 

risalah Islam sesungguhnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki, 

memiliki hak dan kewajiban yang seimbang baik dalam status spritual, 

moral, hak-hak ekonomis dan hak-hak legal dalam pandangan hukum.
31

 

Musthafa As-Siba‟i menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang telah 

diproklamirkan oleh Islam dan dikumandangkan oleh Rasulullah SAW 

mengenai perempuan, yang mana Islam telah menempatkan perempuan itu 

pada tempat yang sesuai untuk dirinya dalam tiga bidang pokok yaitu 

bidang kemanusiaan, bidang sosial dan bidang hak milik. Terdapatnya 

beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam status 

sebagai saksi, dalam masalah warisan, masalah tebusan perempuan, dan 

hal menjadi kepala negara.
32

 

Kedudukan perempuan  dalam perkembangan Islam sudah 

mengalami pencerahan yang cukup signifikan. Polemik para ulama dalam 

kapasitas perempuan sebagai pemimpin juga berkaitan dengan kondisi 

sosial, budaya dan struktur masyarakat tertentu  yang diduga kuat 

mempunyai andil cukup besar terhadap pemikiran ulama dalam 

memandang kedudukan perempuan sebagai pemimpin. Di samping masih 

                                                             
31

 Akabarizan, Wanita, Politik dan Hukum  Islam, (Pekanbaru: Suska Pers, 2014), h. 77 
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dianggapnya suatu yang riskan jika harus diserahkan kepada perempuan. 

Itulah sebabnya  para ulama fiqh telah melakukan usaha maksimal untuk 

membuat kualifikasi formal bagi seorang pemimpin. 

 

B. AHLUL HALLI WA AQDI (Legislator) 

1. Pengertian Ahlul Halli wa Aqdi (legislator) 

Dalam suatu Negara sistem politik merupakan suatu hal yang 

menentukan tentang bagaimana sistem pemerintahan yang akan dilakukan. 

Sistem politik merupakan organ penting yang menentukan tentang 

bagaimana konsep pemerintahan yang akan dibentuk nantinya. Sebagai 

suatu sistem, sistem politik itu harus mempunyai karakteristik tertentu 

yang dinilai sebagai sifat melekat dalam sistem politik tersebut. Salah satu 

karakteristik sistem politik yang sangat banyak dianut pada masa sekarang 

ini yaitu trias politica. Dalam doktrin ini, menurut Montesquieu bahwa 

dalam sistem pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan harus terpisah, 

baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) 

yang melaksanakan. 

Pada saat itu timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan 

yang dipelopori oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara 

menjadi 3 kekuasaan yaitu  Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif 

dan Kekuasaan Yudikatif.
33
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Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-

undang. Pembuatan undang-undang harus diberikan pada suatu badan 

yang berhak untuk membuat undang-undang, lembaga ini disebut dengan 

Legislatif, legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat 

undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui 

mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal 

dari partai-partai politik.
34

 

kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaaan untuk melaksanakan 

undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Apapun tindakan seorang 

Presiden atau Perdana Menteri, berarti tindakan dari negara yang 

bersangkutan. Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi 

dan mengadili. Kekuasaan yudikatif ini berkewajiban untuk 

mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan 

kepada rakyat. Badan Yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk 

memutuskan perkara yang dijatuhi dengan hukuman terhadap setiap 

pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. 

Dalam kajian Fiqh siyasah bidang ini, menyangkut masalah 

hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-

lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian di 

arahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam 
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persoalan kenegaraan. Lebih jauh Atjep Djazuli mengelompokkan bidang 

siyasah dusturiyah dalam persoalan;  

1. Imamah, hak dan kewajibannya. 

2. Rakyat, hak dan kewajibannya. 

3. Bai‟at. 

4. Waliyu al-‟ahdi. 

5. Perwakilan. 

6. Ahlu halli wa al-‟aqdi. 

7. Wuzarah dan perbandingannya.
35

 

Dalam hal ini penulis memaparkan terhadap teori yang 

menjelaskan kedudukan perempuan dalam legislator, pembagian 

kekuasaan ini disebut trias politika oleh pemikiran barat dan hal ini juga 

terjadi dalam kajian fiqh siyasah yang mengkelompokkan kekuasaan 

dusturiah yangmana dalam Legislasi; atau kekuasaan legislatif, disebut 

juga al-sulthah al-tasyri‟iyyah; maksudnya adalah kekuasaan pemerintah 

Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. 

Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan 

pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping itu ada 

kekuasaan lain seperti al-sulthah al-tanfidziyyah; kekuasaan eksekutif dan 

al-sulthah al-qadhaiyyah; kekuasaan yudikatif. Di Indonesia menggunakan 

model trias politica (istialah ini dipopulerkan oleh Montesquieu-Perancis, 

dan model kedaulatan rakyat yang dipopulerkan oleh JJ Rousseau-Swiss; 
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suatu model kekuasaan yang didasari oleh perjanjian masyarakat, yang 

membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan 

pribadi dan milik dari setiap orang. Tiga kekuasaan legislatif, yudikatif 

dan ekssekutif yang secara imbang menegaggkan teori demokrasi. Unsur-

unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut : a). 

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang 

akan diberlakukan dalam masyarkat Islam b). Masyarakat Islam yang akan 

melaksnakan c). Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar 

syari‟at Islam.
36

 

Istilah tersebut sebenarnya mulai muncul dalam kitab-kitab para 

ahli tafsir dan ahli fiqh setelah masa Rasulullah SAW.  Banyaknya sebutan 

kelompok  Ahlul Halli wal Aqdi dalam turats fiqh sejak awal Islam, yang 

mereka merupakan Dewan Perwakilan Rakyat atau Ahlul Ikhtiyar. Mereka 

mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah serta 

memberhentikannya, yang terdiri dari para ulama, para pemimimpin suku 

dan pemuka masyarakat, menguatkan kekuasaan besar yang dimiliki 

kelompok Ahlul Halli wal Aqdi dan jelas menunjukan mereka merupakan 

lebaga legislatif.
37

 

Secara etimologi Ahlul Halli wal Aqdi berarti orang yang dapat 

memutuskan dan mengikat. Menurut ahli Fiqh Siyasah pengertian Ahlul 

Halli wal Aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk 
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memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).
38

 

Dengan kata lain, Ahlul Halli wal Aqdi adalah lembaga perwakilan yang 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah 

sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling 

baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya, 

mereka terdiri dari ulama, Khalifah dan pembimbing umat. Dalam literatur 

fiqh, Ahlul Halli wal Aqdi adalah orang-orang yang memenuhi syarat 

untuk mengangkat dan membubarkan, yaitu membuat keputusan-

keputusan, dan bisa juga dikatakan “Majelis Syuro” sebagaimana terdapat 

dalam Ensliklopedi Islam.
39

 

Ahlul Halli wa Aqdi adalah istilah baru yang tidak terdapat dalam 

Alquran dan Sunnah, istilah ini baru muncul setelah masa Rasulullah 

SAW. Ulama (al-Sahaba) yang telah melatakan istilah tersebut, hal ini 

bukan berarti istilah tersebut bid‟ah karena belum pernah digunakan pada 

zaman Rasulullah SAW, maupun pda zaman sahabat. Akan tetapi istilah-

istilah keilmuan ini dapat digolongkan kepada Mashlahal Mursalah 

(kemaslahatan umum) yang diizinkan oleh syariat Islam, sebagaimana 

istilah-istilah Usul Fiqh, Ilmu Nahwu, Mashlahul Hadis dan lainnya. 

Sedangkan tinjauan dari segi terminologi masih banyak 

perdebatan, yakni menurut Abd al-Hamid Anshori bahwa Ahlul Halli wa 

Aqdi adalah orang-orang yang berwenang untuk merumuskan serta 

memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada 
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prinsip musyawarah. Sementara Imam al-Mawardi mengemukakan 

pandang dalam kajian fiqh siyasah terdapat kesamaan antara majelis syuro. 

Konsep Ahlul Halli wa Aqdi telah populer semasa pemerintahan 

Khulafaurrasyddin dan bahkan sebelumnya pada zama Rasulullah SAW 

hanya ide konsep itu mengemukakan pada masa kepemimpinan Umar, 

yaitu orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk mencurahkan 

gagasan mereka.
40

 Menurut Abu A‟la al- Maududui menyebutkan Ahlul 

Halli wa Aqdi sebagai lembaga penengah dan memberi fatwa, juga 

menyebutkan sebagai lembaga legislatif.
41

 Menurut Farid Abdul Khaliq, 

“Ahlul Halli wa Aqdi‟ adalah Ahlul Ikhtiyar”
42

 dan mereka juga 

merupakan dewan perwakilan rsakyat. Sama halnya dengan pendapat 

Sayyid Rasid Ridha yang menyatakan mereka yang menjelaskan hukum-

hukum yang di zaman sekarang dinamakan dewan undang-undang atau 

legislatif.  

Berdasarkan pengertian terminologi yang dikemukakan mengenai 

Ahlul Halli wa Aqdi oleh para pakar muslim di atas, secara tersirat 

menguraikan Ahlul Halli wa Aqdi adalah orang-orang yang resprensif dari 

berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlihan berbeda baik 

birokrat pemerintah maupun lainnya. Walaupun tidak ada kejelasan 

apakah dipilih rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. 
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Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah Ahlul Halli 

wa Aqdi didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah. pertama dalam 

sejarah pemerintahan umat Islam pasca Nabi SAW.
43

 Pemilihan khalifah 

tersebut dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua 

golongan yaitu Anshar dan Muhajiriin, Mereka ini uang kemudian oleh 

ulama fiqh diklaim sebagai Ahlul Halli wa Aqdi yang bertindak sebagai 

wakil umat. Berdasarkan hal ini, Abdul Karim Zaidan mengemukakan 

definisi Ahlul Halli wa Aqdi adalah orang–orang yang berkecimpung 

langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada 

mereka. Rakyat menyetujui pendapat-pendapat wakil rakyat tersebut 

karena meraka secara ikhlas, konsekuen, taqwa, adil dan kepandaian 

pikiran serta kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan 

rakyatnya. 
44

 Ahlul Halli wa Aqdi diwarnai dengan suasana ukhuwwah, 

kekeluargaan dan kerjasama di dalam kebaikan dan ketaqwaan. 

Keanggotaan Parlemen diwarnai rasa ta'asub terhadap golongan, sektarian, 

dan penuh dengan persaingan yang tidak sehat. 

Dengan demikian Ahlul Halli wa Aqdi merupakan sarana yang 

digunakan rakyat melalui wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-

masalah kenegaraan dan kemaslahatan rakyat.
45

 Bentuk dari pemaparan di 

atas dijelaskan bahwa Ahlul Halli wa Aqdi  merupakan salah satu lembaga 

pemilih. Orang-orang yang berkecimbungan sebagai wakil rakyat yang 
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salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Hal ini 

menunjukan bahwa sistim pemilihan khalifah dalam prespektif pemikiran 

ulama fiqh, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah 

ialah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Dari segi fungsinya 

sama seperti Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) di Indonesia 

sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan yang persoal-persoalnya 

merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu serta 

salah satu tugasnya adalah memilih presiden (sebagai kepala negara atau 

kepala pemerintahan). Namun dalam segi lain, antara Ahlul Halli wa Aqdi 

dan MPR tidak tidak identik.
46

 

Ahlul Halli wa Aqdi dapat dikatakan dalam pengaplikasiannya di 

negara Indonesia yaitu lembaga Legislatif, yaitu lembaga pembuat 

undang-undang. Sedangkan legislasi berasal dari bahasa Ingris 

“legislation” yang berarti perundang-undangan dan pembuatan undang-

undang. Sementara itu kata “legislation” berasal dari kata kerja “to 

legislate” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. 

Sedangkan legislator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

pembuat undang-undang, anggota dewan legislatif.
47

 Anggota-anggotanya 

dianggap mewakili rakyat, sehingga lembaga ini disebut dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) atau sebutan lainnya parlemen. Menurut teori 

yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini 

mempunyai kemauan. Lembaga ini juga disebut sebagai legislator dimana 
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untuk negara Indonesia peran ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Perwakilan 

Rakyat (MPR). 

Dalam legislatif atau legislature mencerminkan salah satu fungsi 

badan yaitu legislate, atau membuat undang-undang, berbeda dengan 

parlemen, suatu istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan, 

sebutan lain mengutamakan respresentasi atau keterwakilan anggota-

anggotanya dan dinamakan People‟s Reprsentative Body atau dewan 

perwakilan rakyat. Akan tetapi perbedaan dalam namanya dapat dipastikan 

bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.
48

 

Keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-

undang mengikat seluruh masyarakat.
49

 

2. Sejarah Ahlul Halli wa Aqdi 

Era pertama dalam sejarah Islam, yaitu dimulai semenjak 

Rasulullah SAW memulai berdakwah mengajak manusia untuk 

menyembah Allah SWT, hingga meninggalnya . Era ini paling baik jika 

kita namakan sebagai era "kenabian" atau "wahyu". Karena era itu 

memiliki sifat tertentu yang membedakannya dari era-era yang lain. Ia 

merupakan era ideal yang padanya ideal-ideal Islam terwujudkan dengan 

amat sempurna. Kepemimpinan Rasulullah SAW yang bersifat demokratis 

terlihat pada kecendrungan beliau menyelenggarakan musyawarah, 
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terutama jika menghadapi masalah yang belum ada wahyunya dari Allah 

SWT.
50

 

Secara eksplisit dalil tentang Ahlul Halli wa Aqdi tidak terdapat 

dalam dua sumber undang-undang (Alquran dan Sunnah), namun sebutan 

tersebut hanya ada dalam turas fiqh dibidang politik keagamaan dan 

pengambilan hukum substansial, dasar Ahlul Halli wa Aqdi di qiaskan 

dengan istilah Ulil al Amri. Firman Allah SWT : 

                                

                                 

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

(QS. An-nisa’ (4):59). 

 

Banyak ulama‟ berpendapat tentang esensi Ahlul Halli wa Aqdi 

sehingga menimbulkan polemik yang tidak kunjung habis dalam 

mengartikan kata Uli al Amri. Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa Uli al 

Amri adalah seorang pemimpin dan ulama
51

 sama seperti pendapat Ibnu 

Taimiyah yang menganggap bahwa Uli al Amri adalah ulama‟ dan umara‟ 

yang memegang kekuasaan dan kemampuan
52

 berbeda dengan Syaikh 
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Mahmud Syaltut yang lebih fokus pada peran dan dalam memberikan 

pendapat tentang Uli al Amri yaitu ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat 

dengan kesempurnakan spesialis dalam membahas urusan-urusan dan 

mencari kemaslahatan serta peduli akan kemaslahatan. 

3. Syarat Ahlul Halli wa Aqdi 

Metode pemilihan kepala negara dalam Islam termasuk masalah-

masalah yang mempunyai bentuk politik konstitusional yang terpengaruh 

dengan kondisi-kondisi dan keadaan masyarakat juga perubahan-

perubahan zaman. Dasar dari permasalahan ini adalah “bahwa rakyat yang 

memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara Ahlul Halli wal 

Aqdi (dewan perwakilan rakyat) yang mewakili mereka, kecil jumlahnya 

dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab 

memilih pemimpin. 

Islam mewajibkan kepada penguasa untuk bermusyawarah dalam 

perkara-perkara umum, sebagaimana yang ditemukan dalam praktik 

Rasulullah SAW dan Khalifah Ar-Rasyidin, mereka bermusyawarah 

dengan dewan permusyawaratan dan tidak bersikap egois dengan 

memegang pendapatnya sendiri dalam berbagai perkara yang 

menunjukkan sejauh mana komitmen penguasa dengan pendapat dewan 

permusyawarahan tersebut. 

Ada beberapa pendapat mengenai persyaratan Ahlul Halli wa Aqdi 

yaitu: 
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1. Menurut Al Mawardi Ahlul Halli wa Aqdi  harus memenuhi tiga 

syarat
53

: 

a. Keadilan yang memenuhi segala persyaratan. 

b. Memiliki pengetahuan tentang orang berhak menjadi imam dan 

persyaratan-persyaratannya. 

c. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu 

memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta 

tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi 

umat. 

2. Al-Farra berpendapat bahwa Ahlul Halli wa Aqdi harus memilki tiga 

syarat
54

  yaitu : 

a. Adil. 

b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang ilmu pengetahuan itu dapat 

mengetahui siapa saja yang berhak memengang tongkat 

kepemimpin. 

c. Ahlul Halli wa Aqdi harus terdiri dari para pakar dan ahli 

manejemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk 

memegang tongkat kepemimpinan. 

Para fukaha berpendapat bahwa syarat-syarat untuk menjadi Ahlul 

Halli Wal Aqdi bersifat fleksibel (tidak terbatas), antara lain: 
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1. Adil 

Adil adalah akhlak yang paling utama. Jika seseorang tidak 

bersifat demikian maka tidak sah kekuasaannya dan tidak boleh 

diterima kesaksiannya. Ar-Ridha mendefinisikan sifat adil dalam Al-

Mabsuthnya: “adil adalah istiqamah (teguh pendirian), dan 

kesempurnaannya tiada akhir. 

2. Mempunyai ilmu pengetahuan. 

Mempunyai ilmu pengetahuan di sini dapat di artikan bahwa 

untuk menjadi anggota Ahlul Halli Wal Aqdi haruslah orang-orang 

yang memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dan cukup 

mengenal kemaslahatan umat. Diharpakan dengan ilmu pengetahuan 

itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat 

kepemimpinan.  

3. Ahli Ikhtiyar 

Ahli Ikhtiyar harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen 

yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat 

kepemimpinan.
55

 

Pada umumnya untuk menjadi anggota dewan memiliki beberapa 

persyaratan yaitu : 
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1. Warga negara yang menikmati hak-hak sipil dan politik leluasa. 

2. Umurnya juga disyaratkan sudah mencapai bilangan tertentu dan 

namanya termasuk kedalam salahsatu nama yang ada pada daftar 

pemilihan umum. 

3. Tidak pernah berurusan dengan pelanggaran hukum yang merampas 

sebagian hak-haknya dalam menjalankan roda perpolitikan.
56

 

Menurut Syaikh Muhammad Syakir asy-Syarif, syarat-syarat yang 

dipenuhi oleh seorang calon anggota dewan agar terpilih menjadi dewan 

perwakilan, legislatif atau orang yang terpilih di dalamnya berbagai sistem 

pemilihan yang ada dikebanyakan negara-negara Arab. Syaikh 

Muhammad Syakir asy-Syarif Belum menemukan satu negara pun yang 

mensyaratkan agama dan kepercayaan tertentu bagi seorang pemilih 

maupun calon atau memperoleh ilmu pengetahuan dalam batasan tertentu, 

atau kadar pendidikan yang membuatnya mampu membaca dan menulis 

dengan baik atau menentukan jenis kelamin tertentu baik laki-laki ataupun 

perempuan.
57

 

4. Fungsi, Tugas Dan Wewenang Ahlul Halli wal Aqdi 

Dewan ini melaksanakan peran sebagai pemimpin dalam mengatur 

urusan-urusan negara. Kata peran mempunyai makna sama dengan 

beberapa kata lain seperti fungsi wewenang, dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yang memiliki arti sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak. 
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Lembaga legislatif dalam suatu Negara Islam memiliki sejumlah fungsi 

yang harus dilakukannya : 

1. Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah SWT, dan 

Rasulullah SAW, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau 

menggantinya, maka hanya legislatiflah yang akan kompeten untuk 

menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, 

menggunakan definisi-definisi yang relevan serta rincian-rincian untuk 

mengundangkannya. 

2. Jika pedoman-pedoman Alquran dan Sunnah mempunyai 

kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang 

berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam 

kitab undang-undang dasar.  

3. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Alquran dan Sunnah, fungsi 

lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang 

berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga 

jiwa hukum Islam. Apabila sudah ada hukum-hukum dalam bidang 

yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab fiqh, maka dia 

bertugas untuk menganut salah satu diantaranya. 

4. Jika dalam masalah apapun Alquran dan Sunnah tidak memberikan 

pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak 

ada dalam konvensi Al-Khulafa‟ Al-Rasyidin, maka kita harus 

mengartikan bahwa Tuhan telah memberikan kita bebas melakukan 

legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh 
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karenanya, dalam kasus semacam ini, lembaga legislatif dapat 

merumuskan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan 

dengan jiwa dan semangat syari‟ah. Prinsip yang menyatakan bahwa 

apapun yang tidak diharamkan itu halal hukumnya. Sebaliknya, Al-

Mawardi juga menyebutkan bahwa fungsi Ahl al-Ikhtiyar adalah 

“mengidentifikasikan orang yang diangkat” sebagai Imam
58

. 

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam 

pemerintah Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan 

lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga 

eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. dewan 

ini memiliki tugas-tugas pokok diantaranya : 

1. Legislasi yaitu dewan-dewan ini membuat undang-undang dan aturan 

yang menjadi pedoman bagi sebuah negara, baik berupa aturan-aturan 

yang baru, revisi, atau amandemen terhadap undang-undang yang telah 

ada. 

2. Mengontrol dan mengawasi kinerja kekuasaan eksekutif serta 

meninjau sejauh  mana keterikatan kekuasaan ini terhadap undang-

undang dasar negara dan aturan aturan yang dibuat oleh dewan.  

Dewan lagislatif ialah dewan yang dikenal juga dengan istilah 

kewenangan legislatif. Maksudnya dewan legislatif adalah sebuah lembaga 

yang behak mebuat kaidah dan undang-undang secara umum yang 

mengikat, yang mengatur tindak-tanduk rakyat di dalam sebuah negara. 
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Ahlul Halli wal Aqdi mempunyai kedudukan yang penting dalam 

pemerintahan Islam. Antara khalifah dan Ahlul Halli wal Aqdi bekerja 

sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi 

kemaslahatan umat. Kedudukan Ahlul Halli wal Aqdi dalam pemerintahan 

adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih 

Khalifah dan mengawal Khalifah menuju kemaslahatan umat.
59

 Jadi 

kedudukan Ahlul Halli wal Aqdi dalam pemerintahan adalah sebuah 

lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi 

dari Khalifah. 

Sedangkan wewenang Ahlul Halli wa Aqdi adalah :  

a. Memberi masukan dan nasehat kepada Khalifah dan tempat konsultasi 

Imam dalam menentukan kebijakannya. 

b. Kewenangan dibidang perundang-undangan yang meliputi: 

1) Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan 

merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada 

seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh 

Alquran dan Hadis. 

2) Memutuskan salah satu penafsiran dari peraturan Syariat yang 

berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat. 

Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam 

syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat 

syariat. 
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c. Memilih dan membaiat Khalifah. Ahlul Halli wa Aqdi berwenang 

memilih dan membaiat Khalifah yang tugasnya adalah meminta 

pertanggung jawaban Khalifah dan para pembesar lainnya. Berkaitan 

dengan masalah ini Islam telah mewajibkan umatnya untuk amar 

makruf nahi munkar, sebagai mana firman Allah SWT dalam surah 

Ali Imran ayat 104. 

d. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah Ahlul 

Halli wa Aqdi mempunyai wewenang untuk mengontrol Khalifah, 

atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam negara. Ahlul Halli 

wa Aqdi ini bersifat mengikat jika mayoritas anggota Ahlul Halli wa 

Aqdi menghendaki untuk mengikat, begitu juga sebaliknya. Apabila 

Ahlul Halli wa Aqdi berbeda dengan Khalifah mengenai tindakan 

yang secara riil telah dilaksanakan, berdasarkan hukum syara‟ maka 

masalah ini harus di serahkan kepada Mahkamah Mazalim.
60

 

e. Ahlul Halli wa Aqdi berwenang untuk membatasi para kandidat yang 

akan menjadi Khalifah. Dalam hal ini suara mereka bersifat mengikat, 

sehingga kandidat lain yang di luar kandidat yang telah disetujui Ahlul 

Halli wa Aqdi tidak bisa diterima. 

f. Berwenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang 

maslahat.
61
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C. PEREMPUAN SEBAGAI AHLUL HALLI WA AQDI (Legislator) 

1. Dalil-Dalil Syari’at 

Terjadinya kontroversi tentang kepemimpinan perempuan dalam 

Islam berasal dari perbedaan ulama dalam menafsiri sejumlah teks baik 

dari Alquran maupun Sunnah. Beberapa nash yang menjadi perbedaan 

penafsiran antara lain: 

a. Alquran surat An-Nissa‟ ayat 34, Firman Allah SWT : 

                          

                          

                           

                      

 Artinya :  “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu 

Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 

telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu 

khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 

mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah 

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. An-

Nissa’ (4):34). 
b. Alquran surat Al-Ahzab ayat 33, Firman Allah SWT 

                            

                             

         

Artinya :“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang 
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dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah 

Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 

menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan 

membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. Al-Ahzah 

(33):33). 

 

c. Alquran surat An-Ahzab ayat 53, Firman Allah SWT 

                           

                              

                              

                               

                               

              

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki 

rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan 

dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), 

tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu 

selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang 

percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan 

mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh 

kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. 

apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka 

(isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara 

yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan 

tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) 

mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. 

Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di 

sisi Allah”. (QS. Al-Ahzab (33):53). 

 

d. Alquran surat Al-Baqarah 282, Firman Allah SWT : 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara 

kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah 

ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) 

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 

waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 
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bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah (2):282). 

 

e. Alquran surat At-Taubah ayat 71, Firman Allah SWT : 

                        

                    

                  

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian 

yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, 

mencegah dari yang mungkar mendirikan sholat, menunaikan 

zakat, dan mereka taay kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu 

akan diberi rahmat oleh Allah. Sesunggunya Allah 

Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (QS. At-Taubah( 9):71). 

 

f. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 

جَالِ   انُِّسَاءُ شَقَائِقُ انرِّ

Artinya : “Wanita adalah saudara kandung laki-laki”. (HR. al-Imam 

Ahmad. At-Tirmidzi. Abu Daud dan ad- Darin).
62

 

 

g. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Bakrah : 

ٍْ رَسُىْلِ اللهِ صَهًَّ اللهُ عَهيَْهِ وَسَهىَّ أَ  عْحهَُا يِ ًِ ةٍ سَ ًَ ٍْ أبًَِ بكَْرَةَ قَالَ نَقدَْ ََفعًََُِ اللهُ بكَِهِ مِ بَعْدَ يَا عَ ًَ يَّاوَ انْجَ

 ٌْ ٌَّ اهَْمَ كِدْتُ أَ ابهََخَ رَسُىلَ اللهِ صهً الله عهيه وسهى أَ ًَّ مِ فَأُ قَا جمَِ يَعَهىُْ قَالَ نَ ًَ أنَْحَقَ بِأَ صْحَابِ انْخَ

ٍْ يفُْهِحَ قَىْوٌ وَنَّىْا أيَْرَ هىُُ ايْرَأَة ُْثَ كِسْرَي قَالَ نَ  فَارِسَ قدَْ يَهَّكُىا عَهَيْهِىْ بِ

Artinya :  “Dari Abi Bakrah, ia berkata, sungguh Allah telah memberi 

manfaat kepadaku dengan perkataan yang aku telah 

mendengarnya dari Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam –

pada hari-hari (perang) Jamal (unta), setelah hampir saja aku 

ikut dengan pasukan unta lalu aku akan berperang beserta 

mereka. Dia berkata, ketika sampai kepada Nabi shallallahu 

„alaihi wa sallam (berita) bahawa penduduk Parsi sungguh 

telah meyerahkan kekuasaan atas mereka kepada puteri Kisra, 

beliau (Nabi shallallahu „alaihi wa salam) bersabda: Tidak 
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akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan 

urusan mereka kepada seorang perempuan”. (HR. Bukhari).
63

 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, hadis dari Abu Bakrah dan 

Alquran  surat An-Nissa‟ ayat 34 menjadi alasan paling mendasar dari 

kalangan ulama yang mensyaratkan kepemimpinan harus di tangan laki-

laki dan menolak atas bolehnya peran perempuan menduduki posisi 

tersebut. Sedangkan kisah Ratu Balqis dalam Alquran  surat An-Naml ayat 

23-44, dan Alquran  surat At-Taubah ayat 71 serta hadits “Wanita adalah 

saudara dari laki-laki”,  menjadi argumen dasar ulama yang membolehkan 

pemimpin perempuan. 

2. Pendapat Ulama 

Kedudukan perempuan dalam fiqh politik ini merupakan agenda 

tersendiri dan sangat penting. Menurut penulis adanya perbedaan pendapat 

ulama perlu dipelajari karena perbedaanya secara arif dan bijaksana, serta 

belum dapat membedakan antara pokok dan yang cabang. Persoalan yang 

tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh tidaknya perempuan 

menjadi pemimpin, tetapi bagaiman konsep fiqh dalam memandang peran 

politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam membicarakan 

keberadaan hak-hak kaum perempuan berpolitik. Ada tiga pendapat yang 

berkembang yaitu:  

a. Pendapat Konservatif 

Pendapat konservatif ini mengemukakan argumentasi bahwa 

dalam praktik politik, Islam tidak mengakui persamaan politik antara 
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laki-laki dan perempuan. Ulama-ulama yang mendukung pendapat 

seperti ini, misalnya Imam al-Ghozali yang menyatakan bahwa 

seorang perempuan tidak bisa didudukkan sebagai imam (kepala 

negara). Menurutnya bagaimana bisa seorang perempuan 

melaksanakan pemerintahan sedangkan diri sendiri tidak memiliki hak 

untuk perkara besar dan tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara 

besar dan tidak mampu bersaksu dalam pelbagai persoalan hukum.
64

 

Pendapat yang sama dilontarkan oleh al-Qalqasyandi. Dengan jelas al-

Qalqasyandi mengatakan bahwa perempuan dilarang mejadi kepala 

pemerintahan karena perempuan memiliki kekurangan dalam dirinya. 

Berlandasan dari hadis. 

ٍْ يفُْهِحَ قَىْوٌ وَنَّىْا أيَْرَ هىُُ ايْرَأَة  نَ  

Artinya: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat orang 

wanita sebagai pemimpin mereka”. (HR. Bukhari).
65

 

 

Pendapat yang mengharamkan kepala negara perempuan 

mendasarkan argumennya terutama pada Alquran Surat An-Nisa ayat 

34 dan hadits dari Abu Bakrah di atas. Dari kedua nash tersebut 

kalangan ahli fiqih salaf, termasuk madzah empat berpendapat 

bahwa al-imam harus dipegang seorang laki-laki dan tidak boleh 

diduduki seorang perempuan.  

Menurut Ibnu Katsir laki-laki adalah pemimpin perempua 

karena laki-laki lebih utama dari perempuan. sebabnya kenabian 
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dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja yang agung, begitu juga 

posisi jabatan hakim dan lainnya Ibnu Abbas berkata “Laki-laki 

pemimpin wanita” maksudnya sebagai amir yang harus ditaati oleh 

wanita). 

Ar-Razi dalam Tafsir Ar-Razi sependapat dengan pandangan 

Ibnu Katsir, yakni “Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari 

banyak sisi. Sebagian berupa sifat-sifat faktual sedang sebagian yang 

lain berupa hukum syariah seperti al-imamah as-kubro dan al-imamah 

as-sughro, jihad, adzan, dan lain-lain)
”.
 

Menurut paham konservatif ini, Islam telah menentukan peran 

perempuan dalam wilayah khusus (demostic role). Menurut mereka, 

Islam tidak pernah menyandarkan urusan publik kepada perempuan, 

bahkan sejak masa kenabian tak satupun perempuan yang terlibat 

secara langsung dalam kegiatan politik. 

b. Pendapat Liberal Progresif 

Pendapat liberal progresif adalah menyatakan bahwa Islam 

sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan 

dalam peran politik. Secara eksplisit kelompok ini mengatakan bahwa 

perempuan mempunyai hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga 

diizinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh 

laki-laki. Kaum ulama dari golongan kelompok Khawarij dan 

Musyabbihah menggunakan dalil-dalil Alquran tentang konsep 

„adalah (keadilan) dan musawah (persamaan) yang selalu dijunjung 
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tinggi dalam Islam. Juga sebagai organisasi Islam terbesar di 

Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) tidak saja selalu menghiasi wacana 

publik Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi gerakan dan 

pemikir keislaman yang berwawasan kebangsaan, respon terhadap 

perubahan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal nusantara. NU 

selalu memposisikan diri sebagai jangkar nusantara, terutama yang 

digalang oleh kader-kader mudanya. 

Mereka mempunyai gagasan keagamaan progresif dalam 

merespon modernitas dengan menggunakan basis pengetahuan 

tradisional yang mereka miliki setelah dipersentuhkan dengan 

pengetahuan baru dari berbagai khazanah modern. Mereka tidak hanya 

peduli dengan modernitas yang terus dikritik dan disikapi secara hati-

hati, tetapi juga melakukan revitalisasi tradisi.
66

 

Dalam konteks ini, NU menjadi kepercayaan teologis sebagai 

basis pengembangan masyarakat dengan mengusung isu-isu universal 

seperti, HAM, demokrasi, civil society termasuk juga kesetaraan 

gender (jenis kelamin). 

Dengan munculnya calon-calon ulama perempuan di Indonesia 

ini sebagai salah satu indikator awal akan terbebasnya perempuan dari 

belenggu penindasan dan ketidakadilan. Pengertian ulama sebagai 

penerus Nabi (al-„uama‟u waratsatul ambiya‟) tidak hanya tertentu 

bagi kaum laki-laki. Perempuan yang seringkali hanya ditempatkan di 
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dalam rumah, sudah saatnya tampil ke ruang publik untuk mengayomi 

seluruh umat, baik laki-laki maupun perempuan. Pada biasanya, laki-

laki dengan sifat keperkasaannya menjadi ulama atau pemimpin 

agama, sehingga tidak jarang ia anarkis dan destruktif. Kehadiran 

ulama perempuan menjadi sungguh dinantikan oleh seluruh umat 

manusia. 

c. Pendapat Apologis 

Pendapat apologis adalah yang menyatakan bahwa ada bagian 

wilayah politik tertentu yang bisa dimasuki perempuan dan ada 

wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh 

perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah politik 

perempuan adalah menjadi ibu. Kelompok ini masih menganggap 

bahwa porsi emosional perempuan lebih besar dibandingkan dengan 

porsi rasionalnya. Ketiga pendapat ini pada dasarnya mewakili corak 

pandang para ahli fiqh zaman klasik. 

Dengan demikian sebagai anggota umat secara keseluruhan, 

perempuan juga berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan nasib 

bangsanya. Karena semua individu mempunyai hak untuk memilih 

kepala negara dan menduduki jabatan dijajaran pemerintahan. Syuro 

(musyawarah) menurut Alquran hendaknya merupakan salah satu 

prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk 

kehidupan politik. Dalam arti bahwa setiap warga negara dalam hidup 

bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. 
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Muhammad Sayid Thanthawi,
67

 menyatakan bahwa 

kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan 

dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (al-wilayah al-udzma) 

maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip 

majalah Ad-Din wal Hayat. 

 Menurut Muhammad Sayid Thanthawi, “Perempuan yang 

menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan 

syariah karena Alquran memuji Perempuan yang menempati posisi ini 

dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba. Dan bahwasanya 

apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Alquran 

akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda 

Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh 

wanita” Thanthawi berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa 

tertentu yakni kerajaan Persia dan Nabi tidak menyebutnya secara 

umum. Oleh karena itu, maka Perempuan boleh menduduki jabatan 

sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi 

anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh 

menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi 

laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara 

syariah tidak boleh bagi perempuan”.
68
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D. HAK POLITIK PEREMPUAN 

1. Pengertian Hak Politik 

Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang 

telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, 

kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah 

ditentukan oleh undang-undang  (aturan) kekuasaan yang benar atas 

sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
69

 Istilah hak 

dapat pula mengacu kepada kenyataan itu sendiri, dengan pengertian 

bahwa ia benar atau pasti ada, baik ada selamanya, atau ada sementara, 

baik ada dimasa lalu, atau ada dimasa sekarang. 

Politik adalah sebuah “kekuasaan” dan penggambilan keputusan, 

yang kiprahnya bisa dalam lingkup keluarga sampai Institusi politik 

prakstis.
70

 Politik diartikan antara lain sebagai urusan tindakan atau 

kebijakan mengenai pemerintahan negara atau negara lain. Politik juga 

berarti kebijakan dan cara bertindak dalam menghadapi dan menangani 

suatu masalah baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun yang 

lainya. 

Prof. Miriam Budiarjo berpendapat bahwa,“Politik adalah 

bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang 

mengangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan 

melaksanakan tujuan tujuan tersebut”. Dalam hal ini menurut beliau, 
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politik selalu mengangkut tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) 

dan bukan tujuan pribadi seseorang (privat goals). Politik juga 

menyangkut kegian berbagai kelompok, termasuk partai politik dan 

kegiatan individu.
71

 

Sementara pengertian hak politik menurut Abdul Hamid Mutawalli 

dalam kitab Mubadi Al-Hukm Fil Islam adalah hak-hak yang masing-

masing individu mendapatkannya baik secara langsung ataupun tidak 

langsung dalam urusan-urusan hukum dan administrasi
72

. Seperti hak 

memilih, hak ikut dalam pemungutan suara, atau hak mencalonkan diri 

untuk menjadi anggota parlemen atau presiden, juga hak mendapatkan 

pekerjaan. 

Dengan demikian hak politik merupakan sesuatu yang ditetapkan 

dan diakui oleh undang-undang berdasarkan keanggotaan sebagai warga 

negara. Hak politik hanya dimiliki oleh orang yang berada di wilayah 

hukum negara tertentu dan tidak berlaku untuk orang asing. Hak-hak 

politik selalu menyiarkan partisipasi individu dalam membangun opini 

publik baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di DPR atau pencalonan 

diri mereka menjadi anggota perwakilan tersebut. Cakupan dari hak-hak 

politik itu adalah pengungkapan pendapat dalam memilih, mencalonkan 

diri sebagai anggota DPR. 

Kegiatan politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan cara-

cara pembentukan dewan legislatif dan dewan eksekutif, pola yang diikuti 
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kedua badan ini, serta tugas yang diemban. Kegiatan semacam ini 

membutuhkan perhatian akan masalah politik yang akan mendorongnya 

untuk terus melakukan kegiatan dan pengamatan. Pada gilirannya hal itu 

akan melahirkan penguasaan yang baik apa yang sedang terjadi dan apa 

yang harus terjadi. Semua itu akan memantapkan kegiatan politik yang 

dikeluti seseorang sehingga dirinya akan menjadi tumpuan masyarakat.
73

 

Hak-hak politik dan hukum perempuan selama ini masih semu 

artinya terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam 

masyrakat, kondisi tercipta karena kebanyakan masyarakat perempuan 

lebih hina dan karenanya harus tunduk kepada laki-laki. Perbincangan 

mengenai hak politik dan hukum perempuan dalam tradisi Islam 

melahirkan dua  aliran besar pertama, aliran yang secara absolud 

mengingkari hak-hak hukum dan poltik bagi perempuan. Kedua, aliran 

yang berpendapat bahwa Islam mengakui adanya hak-hak hukum dan 

politik bagi perempuan.
74

 

Perempuan muslimah tidak lagi berdiam diri di rumah atau sibuk 

mengurusi suami atau anak-anaknya. Hal ini dipengaruhi karena budaya 

barat atau juga dikarenakan setuju dengan sikap budaya barat yang 

menuntut untuk memilih hak politik seperti halnya laki-laki. Pada akhirnya 

perempuan di Arab mempunyai hak memilih, dan mencalonkan diri dalam 

parlemen dan dewan-dewan perwakilan. Perempuan memperoleh hak 

tersebut tidak melalui hak rakyat. Mereka memperoleh kedua hak tersebut 
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karena lemahnya kehidupan parlemen dan ketika terjadinya kudeta atau 

penguasa yang diktator.
75

 

2. Hak-Hak Politik Perempuan 

Alquran berbicara tentang perempuan dalam berbagai sisi 

kehidupannya. Ada pula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh 

perempuan dalam sejarah kemanusiaan secara umum misalnya dalam surat 

An-Nissa‟ ayat 32 yang menunjukkan hak-hak perempuan.  

                            

                           

      

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian 

yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari 

pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) 

ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah 

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS.An-Nissa’ (4):32). 

 

Menurut ayat di atas hak politik menurut ahli hukum adalah hak 

yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai 

anggota organisasi politik seperti hak memilih (dipilih,) mencalonkan diri 

dan memegang jabatan umum dalam negara. Selain itu, hak politik bisa 

diartikan sebagai hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak 

tersebut dalam mengelola negara. 

Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mendapatkan persamaan 

antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam memperoleh hak-hak 
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politik. Masalah hak perempuan dalam pencalonan  memiliki dua dimensi 

lain, yaitu pertama, perempuan menjadi anggota di parlemen, dan kedua, 

ikut serta dalam pemilihan anggota di parlemen. Perempuan memperoleh 

dua hak ini tidak melalui kehendak bebas rakyat, perempuan memperoleh 

kedua hak ini karena lemahnya kehidupan parlemen dan ketika terjadinya 

kudeta atau penguasa yang diktator. 

Polemik dari kedua masalah ini, merupakan hal yang mengandung 

kewenangan dalam urusan-urusan umum, harus dijelaskan bahwa 

kewenangan terdiri dari dua bagian, yaitu kewenangan umum dan 

kewenangan khusus. Kewenangan umum adalah kekuasaaan dalam 

urusan-urusan masyarakat seperti pembuatan undang-undang, keputusan 

proses pengadilan implementasi hukum, dan kontrol terhadap para 

penegak hukum.
76

Sedangkan kewenangan khusus adalah kekuasaan 

mengatur masalah tertentu, seperti wasiat kepada anak yang masih kecil, 

kewenangan terhadap harta, dan pengaturan wakaf. 

Musthafa As-Siba‟i dengan jelas mengemukakan bahwa Islam  

telah memberikan hak politik kepada perempuan, yaitu hak memilih dan 

dipilih  Namun, menurutnya terdapat posisi yang tidak diperbolehkan 

untuk di duduki oleh perempuan yaitu perempuan menjadi kepala 

pemerintah dilarang tegas oleh Islam. Akan tetapi As-siba‟i berpandangan 

bahwa perempuan tidak perlu  menggunakan hak yang telah diberikan 

kepada  mereka. Hal itu menurutnya disebabkan  karena  ia  memandang  
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bahwa  ketika  kaum perempuan  tidak menggunakan hak itu, hal ini dapat 

mendatangkan kebaikan sosial. 

Syariat memberikan kepada perempuan dalam kewenang di atas. 

Dalam hal itu, ia memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki, 

sebagaimana memiliki kekuasaan dalam mengatur kepentingan-

kepentingan khusus dirinya. 

Dalam surat At-Taubah ayat 71 menunjukan bahwa perempuan 

seperti laki-laki. Masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik 

dan mengatur urusan masyarakat, dan mempunyai hak dalam mengatur 

kepentingan umum.  Hak-hak politik ini mencakup :  

a. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan 

referendum dengan berbagai cara.  

b. Hak dalam pencalonan menjadi anggota  lembaga perwakilan dan 

setempat.  

Berkaitan dengan posisi perempuan dan memperoleh hak-hak 

dengan posisi perempuan dan memperoleh hak-hak politik, Islam 

mengakui pentingnya peran kaum perempuan dalam kehidupan 

masyarakat dan dampaknya dalam kehidupan politik. Karena itu kaum 

perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status 

mereka yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam. Sebagian 

hak-hak tersebut adalah sebagai berikut : 

  



75 

 

a. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat.  

Saling bertukar pikiran adalah prinsip yang sangat penting 

dalam Islam. Metodologi yang disusun oleh Islam untuk menciptakan 

sebuah bangsa yang berhasil ini mengajak setiap anggotanya saling 

menasehati dan bermusyawarah satu sama lain. Firman Allah SWT : 

                            

      

Artinya : ”Dan bagi orang-orang yang menerimah (mematuhi) seruan 

tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(di putuskan) dengan musyawarah antara mereka dan 

mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan 

kepada mereka”. (QS : Asy-syura (42):38). 

 

Ayat di atas menjelaskan pentingnya musyawarah dalam 

penyelesaian sebuah masalah. Karena kaum muslimin disuruh 

menyelesaikan segala urusan mereka dengan bermusyawarah, maka 

semua muslim baik laki-laki maupun perempuan wajib menyampaikan 

pendapatnya, jika mereka merasa bahwa dengan melakukan itu mereka 

dapat memberikan nasehat yang berharga dan bijaksana untuk 

kepentingan umat Islam dan juga mengikuti prinsip menyuruh 

kebaikan dan melarang kejahatan (amar makruf nahi munkar). 

Karena agama Islam menghormati hak kebebasan berfikir dan 

mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan 

berpendapat ini tidak hanya diberi kepada warga negara ketika 

melawan tirani. Akan tetapi warga suatu negara untuk bebas 
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mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya 

berbagai masalah.  

b. Hak Terhadap  Pemilihan  

Keputusan tentang persoalan-persoalam politik sangat 

diperhitungkan dan dihargai dalam rangka memberikan pengaruh yang 

besar dalam pembentukan masyarakat sendiri. Dalam Alquran Allah 

SWT berfirman :  

                                  

                        

       

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika 

kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nissa’ (4):59). 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang administrasi pemerintahan 

dalam suatu negara dipercaya bagi orang muslim yang telah dewasa 

mendapatkan hak untuk ikut serta dalam pemilihan seorang pemimpin 

baik secara langsung dan tidak langsung. Muslim yang telah dewasa 

mendapat hak untuk ikut serta dalam pemilihan seorang pemimpin, 

baik secara langsung dan tidak langsung.  

Dengan demikian sebagai anggota umat secara keseluruhan, 

perempuan juga berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan nasib 
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bangsanya.
77

 Karena semua individu mempunyai hak untuk memilih 

kepala negara dan menduduki jabatan dijajaran pemerintahan. Menurut  

Alquran,  Syura (musyawarah) merupakan salah satu prinsip 

pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan 

politik. Dalam  arti bahwa setiap warga negara dalam hidup dituntut 

untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Sejarah Islam juga 

menunjukkan betapa kaum perempuan tanpa kecuali terlibat dalam 

berbagai bidang kemasyarakatan. Alquran menguraikan permintaan 

para perempuan di zaman Nabi Saw. Untuk melakukan bai'at (janji 

setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam 

firman Allah SWT : 

                         

                      

                            

      

Artinya : ”Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-

perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, 

bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun 

dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, 

tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat 

dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki 

mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan 

yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan 
mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”. (QS. al-Mumtahanah (60): 12). 
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c. Hak Mendapat Perlindungan Kehormatan 

Hak penting ketiga yang diberikan Islam kepada perempuan 

adalah berupa perlindungan kehormatan. Kaum muslimin dilarang 

untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun hal 

ini disampaikan Rasulullah SAW pada haji wada‟nya. Kaum muslimin 

terikat untuk menjaga kehormatan orang lain, dapat dihukum oleh 

pengadilan hukum setelah terbukti kesalahanya. Negara juga harus 

melindungi kehormatan warga negaranya tanpa diskriminasi apapun. 

Allah SWT berfirman : 

                                

                                

                          

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan 

orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh 

Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan 

jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 

kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih 

baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan 

jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung 

ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang 

buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, 

Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-

Hujarat (49):11). 

 

Ayat di atas menjelaskan perlindungan kehormatan sesama 

manusia, harus berbuat baik dan saling tolong-menolong antara sesama 

manusia, terlebih kaum perempuan, karena Allah memerintahkan 

kepada kita untuk melindungi dan membela kaum perempuan, 
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membantu integrasi mereka ke dalam masyarakat dan memberikan 

kehidupan yang terhormat. 

d. Hak Pengawasan 

Setiap individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan 

seluruh jabatan dijajaran pemerintah. Dalam pekerjaan dan tingkah 

laku mereka menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini 

dimaksudkan untuk meluruskan kepala negara jika ia menyimpang dari 

jalan yang lurus. Karena Islam telah menganugerahkan hak bagi 

seluruh umat manusia untuk mengecam kezaliman pemerintah.  


